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Penelitian ini mengkaji mengenai kebijakan pemberdayaan tenaga kerja 
lokal dalam industri migas di Kabupaten Bojonegoro sesuai Peraturan Daerah 
Nomor 23 Tahun 2011 tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dalam 
Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi serta Pengelolahan Minyak dan Gas Bumi 
di Kabupaten Bojonegoro. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum non doktrinal (sosiologis). 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum dengan analisis 
kualitatif dalam sifat penelitian deskriptif dan bentuk penelitian diagnostik, 
perspektif dan evaluasi untuk mengkaji tiga permasalahan yang diangkat dengan 
sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik 
pengumpulan data dilakukan studi lapangan, wawancara dan studi kepustakaan. 
Berdasarkan penelitian ini diperoleh adanya hukum harus membuka jalan 
bahkan menjamin terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam 
arti hukum harus mengatur perbedaan sosial ekonomis masyarakat sedemikian 
rupa, agar memberikan manfaat paling besar bagi mereka yang paling kurang 
mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan, dan 
otoritas harus diberi perlindungan khusus, bukan dibiarkan bersaing secara bebas 
dengan yang kuat karena hal itu pasti tidak adil. Salah satu kendala oleh Industri 
Migas di Bojonegoro dalam penerapan Perda nomor 23 tahun 2011 ini diduga 
terutama pada lemahnya SDM Bojonegoro yang  diduga akan mengambat 
pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi. Dalam usaha merekrut sumber daya 
manusia di Bojonegoro yang akan dipekerjakan di Industri Migas Bojonegoro  dan 
sekaligus usaha dalam menerapkan pemberdayaan tenaga kerja lokal sesuai 
peraturan daerah nomor 23 tahun 2011 industri migas di Bojonegoro 
mempersiapkan para pemuda terpilih dari tenaga kerja lokal untuk mendapatkan 
pelatihan keterampilan kerja agar dapat lebih bersaing dalam pasar kerja. 
Implikasi dari penelitian ini adalah Dalam beroperasi setiap proyek Industri 
Migas di Bojonegoro selalu mengikuti hukum dan peraturan yang berlaku. Pihak 
Industri Migas mewajibkan kontraktor  untuk patuh terhadap hukum dan peraturan 
yang berlaku tentang lingkungan, kesehatan, dan keselamatan, serta undang-undang 
ketenagakerjaan.  
 
Kata Kunci  : Kebijakan Daerah, Pemberdayaan Tenaga kerja lokal, Industri 
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Employment in Oil and Gas Industry in the district of Bojonegoro Based on 
Local Regulation Number 23 of 2011 on Regional Economic Growth 
Acceleration in the exploration and exploitation and Implementation of 
Management of Oil and Gas in Bojonegoro.  
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This study examines the policy of empowering the local workforce in the oil 
and gas industry in Bojonegoro appropriate Regional Regulation Number 23 of 
2011 on Regional Economic Growth Acceleration in the exploration and 
exploitation and Implementation of Management of Oil and Gas in Bojonegoro.  
This type of the research is non-doctrinal legal research (sociological). The 
method used is legal research methods with qualitative analysis in the descriptive 
nature of the research and diagnostic research forms, perspectives and evaluations 
to examine three issues raised by secondary data sources such as primary legal 
materials, secondary and tertiary. Data was collected field studies, interviews and 
literature study. 
Based on this research, the existence of the law must give way even 
guarantee social justice for all Indonesian people in the sense that the law should 
regulate social and economic differences in society in such a way, in order to 
provide the greatest benefit to those who at least have the opportunity to reach 
prospects of welfare, income, and authority should be given special protection, not 
allowed to compete freely with powerful because it is certainly not fair. One of the 
constraints by the Oil and Gas Industry in Bojonegoro in the application of 
Regulation Number 23 of 2011 is thought mainly to weak Bojonegoro human 
resources that will delayed the implementation of exploration and exploitation. In 
an effort to recruit human resources in Bojonegoro to be employed in the oil and 
gas industry as well Bojonegoro and effort in applying the empowerment of the 
local workforce fit local regulation number 23 of 2011 the oil and gas industry in 
Bojonegoro elected to prepare the youth of the local workforce to get the job skills 
training in order to more competitive in the job market.  
The implication of this research is in the Oil and Gas Industry in operating 
any project in Bojonegoro always follow the laws and regulations. Oil and Gas 
Industry Parties require the contractor to comply with applicable laws and 
regulations concerning the environment, health and safety, and labor laws.  
Keywords: Regional Policy, Local labor Empowerment, Oil and Gas Industry.
